
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI IIATMAHERA BARAT
NoMoR 2l ,AlKprs/r lzazs

TENTANG

PEMBERIAIY TAMBAI{AIT PEITGHASILAIT BERDASARI(AN OBJENTIT LIUITITTA T(TPADA
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KABUPATEIT HALMAHERA BARAT

BUPATI HALIUA}IERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah
yang mengatxar:atkan bahwa Pemerjntah Daerah dapat rnenrtrerikan
tambahan penghasilan kepada pegar.vai ASN dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tambahan penghasilan
diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat. bertugas,
kondisi keria, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan
objektif lainnva;

b. bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah
telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Koordinator
Pengeioiaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
Kepala satuan Keq"a Perangkat Daerah sehingga menimbulkan
konsekuensi beban tugas:yang berat dan beresiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, periu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Ker.l'a Kepada Aparatur Sipil
Negara (ASN) Pada satuan Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Ncrnor 46 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Pro'",insi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halm.ahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Ivlaluku Utara;

4. Undang*undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Su1a, Kabupaten Haimahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan

antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 20'23 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undanyundang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah;
i0. Undang-undang ir[oinor 1 Tairun 2A22 teniang Huburrgan Keuangatr aniara

Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 ?ahur 2005 tentang Dana" Perinibangan;
12. Peraturan Pernerintah Nomor LZ Tahun 2S19 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten l{al.mahera Barat Nomor 2 Tahun '2A'2'2

tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A25

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten F{almahera
Barat Tahun Anggaran '2A'25;

17. Peraturan Bupati Halmahera Barat 20 Tahun 2A2L tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2OL6
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KaLr. Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2O'25;

Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera lJarat
Nomor : 900. 7 / Sal.alFKAD l'2A24 Perihal Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN:

Membedkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya Kepada
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Satuan Keda Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Halmahera Barat mulai Tahun Anggaran '2025, dengan
besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainn-va
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan dengan besaran
clisesuaikan d engan kemampuan keuangan daerah"
Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya
sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan
teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta dibawah tanggung
jawab Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten l{almahera
Barat.
Segaia biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pos
Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat"
Keputusan ini rnulai i:eriaku pacla ianggai rliteiapkan.
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2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Barian Pemeriksaan Keuangan Perrvakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jai1o1o,
5. Kepala BIiAD Kab. Halmahera Barat di Jai1olo.



LAMPIRq,N' : KBPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR :21 ,A /KPTS/ L /2025
TANGGAL: S Jauqqrl 2025

TtrNTAi{G : DAFTAR PEIVIBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BtrRDASARKAN OB.itrKTIF
LAINNYA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN KBRJA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATBN HALMAHERA BARAT.
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